
rssN. 14I"X. - 0261

DISIPLIN
Volume 24 Nomor : 13 Bulan Juni Tahun 2018

I Sebuah Konstruksi Perlindungan Terhadap Perempuan DanAnak Korban

Kej ahatan Seksual "Analisis Terhadap: Pemberian Restitusi Dan Kompensasi " .

Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma. SH., NI.IIum.

tr Pengaruh PP No. 58 Tahun 2010 Sebagai PerubahanAtas PP No. 27

Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP Bagi Penyidik Polri.

-Oleh : Rohman, SH., MH.

I Upaya Penegakan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Dalam Kaitannya Dengan Pengembalian Aset ( Asset Recovery ) Hasil

Tindak Pidana Korupsi.

Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.IIum.

I, Kesaksian Notaris Dalam Proses Peradilan Perkara Perdata Serta Kaitannya

Dengan Kewajiban Ingkar Notaris.

Oleh : Ilendri S, SH., NI.Hum.

I Peran Serta Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Terhadap Anak.

, Oleh:Lrza Deshaini, SH., M.Hum.

I KewenalganPenyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Setelah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh : Ali Dahwir

f Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 Dan Konvensi Laut PBB 1982

Terhadap Hak Lintas Damai Bagi Kapal Asing Di Negara Kepulauan. :

Oleh : Putrisari Nilamcayo, SH., MH. -\ i

I Memaknai Peraturan MahkamahAgung Indonesia Nomor 01 Tahun 2A16

Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa

Di Pengadilan.

Oleh : WarmiyanaZairiAbsi. SH., MH.

ru'rym!@

!



ffi
ISS\. 1-[1 - 0261

Jltnialah ilndalt
"DISTPLIN''

\blume l.t \i 1r - l::: l - -:

pimpinan Umum / pimpinan Redaksi :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Penanggung Jawab :

H. Umariddin Latief, SH., MH.

Sekretaris Redaksi :
Hj" Fakia Ktrairo, STp., SH., MH.

Mitra Bestari :
l' Prof. Dr" H. Faisar Santiago, sH., 

^/o4. 
( universitas Borobud,r )2' Prof' Dr. H. Joni Emirzoo, sH., M.Hum. (universitas Sriwijaya)

3. Dr. Azis Budianto, SH., MS. (Univeisitas Borobudur)

r. Dr. H. 
",,,oljl#ffia, sH., M.Hum
2. M. Erwin, SH.,M.Hum.

3. Dr. DerryAngling Kesuma, SH., M.Hum.

Desain Grafis :

Amir Syarifuddin, SH.

Tata Usaha Bidang Sirkulasi :

l. Hendri. S, SH., M.Hum.
2.Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

PENETbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HTIKL}I SL}TP.$I PE\fLD I.
Pencetak : percetakan KA \-{ R i

Alamat Redaksi i Redaksi :

Ila. Sukabangun tr Km. 6.5 Lr. Suka pandr \: - { -

Palembang Telp. (071i r 4t S:-_:

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangae rr1_r. lrlj*:: --.* i;:. f :..:-=_. AkademikaSEKOLAH TNCGI ILML- HL,.LfT i..F.'F ?F-l.I,., i" . :,sJi-."A

..

si
3e

-,:$
..*)

":H#
$ffi

ffi
i. J

:jq:=

..:

it::...:

'a.-::.'::

Ei
- .:?uj:

.+=

lr:=

z'1:':

nr:,.:::.

.-

.i'
-;;

:;:
i-'':

:;a

j':

..

l.

..!

t=



?61

ISI
Nomor : 13 Bulan Juni Tahun 2018

3 Sebuah Konstruksi Perlindungan Terhadap Perempuan DanAnak Korban
Kejahatan Seksual "Analisis Terhadap Pemberian Restifusi Dan Kompensasi,,.
Oleh : Dr, Derrl'Angling Kesuma. SH., M.Hum.

G Pengaruh PP No. 58 Tahun 2010 Sebagai perubahanAtas pp No. 27
Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksa]raan KUHAP Bagi penyidikpolri.
Oleh : Rohman, SH., NIH.

E {Jpaya Penegakan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Dalam Kaitanny_a Dengan pengernbalian Aset ( Asset Ricovery ) Hasil *
Tindak Pidana Korupsi.
OIeh : IIj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.

-,"

* Kesaksian Notaris Dbiam Proses Peradilan Perkara Perdataserta Kaitannya
Dengan Kewajiban Ingkar Notaris.
OIeh : Hendri S, SH., M.Hum.

* Peran Serta Masyarak at DalamMemberikan perlindungan Hukum
Terhadap Anak.
Oleh : Ltza Deshaini, Slf., M.Hum.

* $ewgnangan Penyidik polri Dalam penyidikan Tindak pidana Korupsi'
Setelah Terbentuknya Komisi pemberanturu, Korupsi (KpK). 

r

Oleh : AIi Dahwir

Konvensi Hukum Laut Jenewa 195g Dan Konvensi Laut pBB 19g2
Terhadap Hak Lintas- Damai Bagi Kapal Asing Di Negara Kepulauan
Oleh : Putrisari Nilamcayo, SI{., MH. - , " r -'---------- 

"

Memaknai Peraturan MahkamahAgung Indonesia Nomor 01 Tahun 2016

I:{ryg Prosedur Mediasi Di pengidilin Dalam Menyelesaikan Sengketa
Di Pengadilan.
OIeh : WarmiyanaZairiAbsi. SI{., MH.

re

re

{/cM @auaeaa,4,
q*rere g/q6//,e.te

"a/€rar/rarae



-ffi
ISS\. 1411 - 0261

@tJhruieilt
FFg}ESIPLTN''

Volume 24 No. 13 - Juni lCI1g

SUSUNAN DEWA}I REDAIGI

Felindung:
l. Dr. H. Firman FreaddyBusroh, SH., M.Hum.
Z.Mayor Laut (KH) H. Ansori Zani, S.Si., M.Si.

3. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.

Fimpinan Umum / pimpinan Redaksi :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Penanggung Jawab :

H. Umariddin Latief, SH., MH.

Sekretaris Redaksi :

Hj. Fatria Khairo, STp., SH., MH.

Mitra Bestari :
1. Prof. Dr H. Faisal santiago, sH., MM. ( universitas Borobudur )
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH", M.Hum. (universitas sriwijaya)

3. Dr. Azis Budianto, SH., MS. (Universitas Borobudur)

Penyunting:
1. Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

2.M. Erwin, SH.,M.Hum.
3. Dr. DerryAngling Kesuma, SH., M.Hum.

I)esain Grafis :

Amir Syarifuddin, SH.

Tata Usaha Bidang Sirkulasi :

1. Hendri. S, SH., M.Hum.
2.Dta. Hj. Erleni, SH., MH.

Penerbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM suMpArr pEMt DA
Pencetak : Percetakan KANA R I

Alamat Redaksi I Redaksi :

JIn. Sukabangun II Km. 6,5Lr. Srrka PandaiNo. 1610
Palembang Telp. {0711) 418873

Majalah,DrsrPlrN iai diperuntukkas untuk kala*ga*masyranm llm ste Civitas Akademika
' SEKOLAH TINGGI ILMU HTIKUM SUMPAH pEMuDAtturs"errlra

(



r61

J*rr;

*-- : :' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

:Tr lr-irangSetia,
* DISIPLIN Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, memasuki awal Tahun ke dua puluh

:.:galami banyak penyempurnaan dad, sisi bentrik dan ukuran majalah ini sendiri. Di edisi ke tiga
- \lajalah DISPLIN hadir ke tengah pembaca setia dengan wajah dan tampilan baru, terus selalu

, - - - :rninan dari tahapan setiap para pembaca. Dengan segala kearifan dan kerendahan hati yang dalam.
;,:,lrsi sangat mengharapkan partisipasi serta dukungan dari semua pihak yang berminpt untuk

r ** : :ngkan Karya-Karya llmiahnya khususnya di bidang Ilmu Hukum.

: i. r \ ang setia,

:.: rigabelas,memasukiawaltahunkeduapuluhempatinipula,Timredaksidalamkesempatanyang
- 

. -ga ingin menyampaikan ucapan terirna kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang

. : ::::rtisipasi di dalam mengembangkan serta memberikan saran-saran dan kritikan yang sangat baik,
"-., \Iajalah DISIPLIT{ Sekolah Tinggi Ilmu Hukurn Sumpah Pemuda dapat terus hadir dan setia

: - -:Pembaca setianya sebagat salah satu Wacana llmiah.

- .:" Tim Redaksi mengucapkan mari kita songsong harapan dan cita-cita Hukum Indonesia yang lebih
" : ::.i danberakarbudayajati diri bangsa.

,* -. :embaca dan Salam Kampus Jingga.

-:lL.

Palembang, Juni 2018

Redaksi,



DAFT\F..S.
Majalah DISIPLIN \bl l-: \''- - -:

ISSN. 14fl - A261

Halaman

- Dari Redaksi i

1. Sebuah Konstruksi Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Ketahatan

Seksual "Analisis Terhadap Pemberian Restitusi Dan Kompensasi".

Oleh : Dr. DerryAngling Kesuma. SH., M.Hum. ......'."....

2. Pengaruh PP No. 58 Tahun 2010 Sebagai Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983

Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP Bagi Penyidik Polri-

Oleh : Rohman, SH., MH. T2-19

t

3. Upaya Penegakan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Di indonesia Dalam Kaitannya

Dengan Pengembalian Aset ( Asset Recovety ) Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH", M.Hum. ....".....".. 20'29

4. Kesaksian Notaris Dalam Proses Peradilan Perkara Ferdata Serta Kaitannya Dengan

Kewaj iban Ingkar Notaris.

Oleh :Hendri S, SH., M.Hum.

1- 11

3447

38-4s

tllli

t-,

fr.

llil

,,&t;

,il

lrr

,

5. Peran

Oleh:

Serta Masyarakat Dalam Memberikan Ferlindungan Hukum Terhadap Anak.

Liza Deshaini, SH., M.Hum.

6. Kewenangan Penyidik Folri Dalam Penyidikan Tindak Fidana Korupsi Seteiah

Terbentuknya Komisi Pemberantasan Kcrupsi {Kf K).

Oleh : Ali Dahwir 46-54

7. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 Dan Konvensi Laut PBB 1982 Terhadap Hak

Lintas Damai BagiKapalAsing Di l.{egara Kepulauan.

Oleh : Putrisari NilamcaYo, SH., MH. 5s-64

8" Memaknai Peraturan lr4ahkarnaliAgung indc*csia Ncm*r 0i Tahun

Prosedur Mediasi Di Pengadiiarr Daiam Menyeiesaika* Sengketa Di

Oleh : Warmiyana Zairi Absi. SH., &i{H.

20i5 Tentang

Pengadilan.

is i diluar :-an g g:"rngj a.x ab p er e *a.kan

65-74

II



MEM.AKNAI FERATURAN I\{AHKAMAH merupakan hal yang baru, c) Kendala yang

AGUNGINDONESIANOMOR.0lTAHUN ditemukarupadaprosesdilakukannyamediasi.

2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI Abstract.

PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN By etynologt, the meaning of mediatian

Dengan etimologi, arti mediasi datang dari agreement with outsiders. The issues raised in this

bahasa latin, yaitu "mediare" yang bermakna tltesisare: T,HowlmplementationProcedureFrom

"ada di dalsfit", disamping itu khotibul [Jmam, R.egulation Supreme Court N No. 0] Year 2016

meruiliki pendapat kalau mediasi itu yaitu sistem About Mediation Procedure On Civil Case In
negosiasi pemicahan problem, dimaia beberapa Court, 2. Are There Obstacles Gained In Ruitning

piiak yaig tidak mimihak bekerja sama jiga PERMA No. 01 of 2016 Concerning Mediation

dengan pihak yang bersengketa untuk mencari Procedures in Courts in Settling Civil Dispules in

perjanjian dengan pihak luar. Permasalahan yang Courts .

diangkat dalam skripsi ini adalah:1. By using normative legal research
Bagaimanakah Prosedur Penerapan Dari methodology, then Procedure Implementation of
Peraturan Mahkamah Agung N No. 0I Tahun Suprente Court Regulation no. I year 2016 on

2016 Tcnrc:'tg Prosedur Mediasi Pada Perkara Mediation Procedures at the Palembaig District
Perdata Di Pengadilan, 2. Adakah Kendala Yang Court according to ,)EPJ,IA N0. I year 2A16 on

Didapatkan Dalam Menjalankan PERMA No. 0l Mediation Procedures in the District Court is as

Tahin 2 0 I 6 Tentang Pros edw Mediasi di follaws : a) Alter the case is numbered, and has been

Pengadilan Dalam itlenyelesaikcit Sengketa appoittted by tlte panel oJ'judges, tlten the panel of
Perclcta di Pengadilan. juriges to make a determinationfor the ruediator to

Dengantnenggunakanmeta:1,-',!cgipenelitian be mediated. b) After the parties are present, the

hrrktun ncr:;;atif, maka Pros,Jclin. Penerapan Assett$ly shail subntit tlte mcdiation to th.e

Pet'ctitt;':itt],itlil;amahAgungRtt'ic. I tokun20l6 ntetliuiar and the parties to tlte litigation. c)

lenlo:tg ?:'csedur Mediasi cli Pengadilan l{egeri Furtiterntore, the mediator adt'ises the parties in
Falembang menurut PERMA N0. I tahwt 2016 litigationsothatthecaseendshtapeacefulwayby

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilon Negeri tying to reduce tke_-ltarm of eaqh litigant party. d)

adalah sebagai berikut: a) Setelah'pierkara The mediator shall serue for 21 calendar days,

dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh succeeded in peace or not on the 22nd day shall
ketua, kentttdian majelis hakim membuat submit back to the assigning Assembly. 1.

penetapan trnluk mediitor supayo dilaksanahun Obstacles fitund in running PEHMA No. Law No. l
mediasi. b) Setelah pihak-pihak hadir @ajelis - of 2016 on Mediation Procedure ih"court in Civil

menyerahkan penetapart mediasi kepada mediator court cases there are 3 (three), namely: a)

berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut. c) Constraints ofless mediators, b) Mediationprocess

Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-, that is still new, c) Constraintsfound in the process

pihakyang berperkara supaya perkara ini diakhiri ofmediation.

SENGKE,TA DI PPNGADILAN

Oleh : WarmiyanaT'airiAbsi. SH., MH.I

Abstrak

dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi
kerutgian rnas ing-masing pihak y a ng b erp erkara.

d) Mediator bertugas selama 2l hari kalender
berhasil perdantaian atau tidak pada hari ke 22
;tarus ruenyerahkan kembgli kepada ruajelis yang
ntemberilian _ penetapan. l. Kendala yang
:litemukan dalam menjalankan PERMA No. I
rahun- 201 6 tentang Prosedur Mediqsi di-

o ettgadil an p ada p erkara p erd ata'-di P engadil an-

:tda 3 (tign), yaitu: a) Kendala kurang banyaknya
tttediator, b) Proses Mediasi yang masih

,', Penulis adalah Dosen Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
SumpahPemuda.

comes from the Latin, meaning "mediaret' which
means "within", besides Umayyyah's khotibul hss
an, opinion that mediation is a problem-solving
negotiating sltstem, in which some impartial
parties cooperatewith the disputing parties to seek

',,lDengan etimologi, arti mediasi d.atang dari
bahaSa Latin, yaitu rrmtdiare.l' ya4g bermakna

"ada di dalamr'.2 Arti in-i menunjukpadaperanan
yarg dipertunjukkan pihak ke-3 jadi mediator
dalam menggerakkan tugasnya mengatisi Serta

merar_npu_ngkan sengketa pada beberapg pihak.

'lBeradai di tengahr juga berarti rnediator mesti
ada p ada temp at hetral s erta tidak memihak dalam

2.http : I / mediasi. mahkamahagung. go. i d/
questions/question/implementasi-p eraturan-mahkamah- 
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merampungkan s engketa. Disamping itu Khsltih En

Umam,J memiliki p endapat kalau mediasi itu yaitu
sistem negosiasi pemecahan problem, dimana
beberapa pihak yang tidak memihak bekerja sama
jrga denganpihak yairg bersengketa untuk mencari
perjanjian dengan Pihak lu.ar.

Mediasi didalam Pengadilan (court annexed
m.ediation) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak
diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agring
(PERMA) No. 2 Tahun 2003 mengenai prosedui
Mediasi di Pengadilan. pERMA ini mempunyai
fujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahicamah

4gqg (SEMA) No 1 Tahun 2002 mengenai
P emberdayaan P engadilan Tingkat p erta ma d"al am
Mengaplikasikan Instansi Damai seperti ditata
dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglemen
(HIR) serta,Pasal 154 Rechtsreglement v-oor di
Buitengewesten (Rbg). Pasal 130 HIR serta pasal
154 RBg seperti di ketahui mengatur mengenai
instansi perdamai an s erta mewaj iblian hakim 

"rtotterlebih dulu mendamaikan beberapa pihak yang
berperkara sebelumnya p.rf uiunv, & cnecf

Dengan berlakunya PERMA No. 2 Tahun
2003, mediasi berbrentuk hurus untuk semua
p.erkara perdata yang diserahkan ke pengadilan
tingkat pertama. Untuk mensupport proses
PERMANo 2 Tahun 2003, paila Tahun 2AC6-2AA4
Mahkamah Agung lakukan pemantauall proses
q3diasi di empat Pengadilan Negeri (pN) sebagai
p!1_ot-9ourt, yakni PN Bengkalis, pN Baru.sangk-ar,
PN,,.Sirabaya, serta PN, Jal<irta pusat. lfofsud
pema.ntauan ifu yaif't unfuik rnemperoleh deskripsi
mengenaiap1ikasihasi1..KuisrisSertifikasi
Mediator untuk Hakiin di empat pengadilan itu.

]erlecuali kursus untuk hakim, juga dikerjakan
kyrsrls untuk p anitera di emp at pengidilun s ei a gai
pilot bourt itu mengenai p endokumEntasi an sis t Jm
mediasi urttuk beberapa panitera. Dari kursus itu,
dibuat formulir-formulir yarrg diinginkan jadi
referensi untuk pengadilan-peigadilair yang iain
[ingga pendokumentasian serta p".rgursipun
berkas sistem mefliasi j adi seragam.

.. -Pudg 
tahun 2008,,PERMANo. 2 Tahun 2003

ditukar dengan PERMANo. 1 Tahun 200g. Dalam
sisi menimbang PERMA-ini dijelaskan "bahwa'
sesudah dikerjakan pelajari paga proses
proS-edur mediasi di pengadilan berdasai pada
PERMA No. 2 Tahun _2003, nyatanya
diketemukan sebagian- persoalan ]ang
bersumber dari PERMA itu hingga PERMA
No,2 Talrun 2S03 butuh direvisi dengan maksud
untuk lebih rnendayagunakan mediasi yang

berkaitan dengan sistem berperkara di
Pengadilan,,.4

Dalam PERMANo. I Tahun 200g, sifat harus
mediasi dalam sistem berperkara di pengadilan
lebih diutamakan sekali lagi. tni bisa diliat i.rg*n
terdapatnya pasal yang menyebutkan kalau tilak
ditempuhnya sistem mediasi berdasar pada
PERMA itu adalah pelanggaran pada ketetapan
Pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyebuttan
putusan batal untuk hukum (pasal 2 ayat (3)
PERIULANo. I Tahun 2008). Sesaatpasal2 ayf()
PERMA No. 2 Tahun 2003 menyebutkan-kalau
Hakim dalam pertimbangan putusan perkara haruS
mengatakan kalau perkara lrang berkaitan suCah
diusahakan perdamaian lewat- medias-i dengan
mengatakan nama mediatoruntuk perkara itu.:.,, UntukimplementasidaripERMANo. l Tahun
2008, Mahkamah Agung (MA) menunjuk empat

fgngadilgl Negeri jadi pilot-court, yatni iN
Jakarta Selatan, Bandung, pN .Bogor,- serta pN
Depok.I{A. juga mener-bitkan butru Korneniar

!!B$aNo. I Th. 2008 sertabuku Bertanya Jawab
PERMA No. 1 Th. 2008 dan video tutorial proses.
mediasi di Pengadilan yang semuanya bisa dibuka
lewat situs iv{ahkamah Agung. Sesudah enam
Tahun berlakunya PERMANo- 1 Tahun 200g, pada
akhirnya Mahkamah Agung Republik Inclonesia
menerbitkan PERMANo. 1 Tahun 20 1 6.

damai, mediasi mempunyai peluanglang besar
yrt ! berkembang di Indoiesia. bengal adat
kelimuran yang masih mengakar, masyaralat lebih
mengutamakan tetap terjalinnyu hrrbrrrgun
silaturahmi antar keluirgu uL, hubungan a."!u,
.rekan bisnis daripada keuntungan seJaat upuSilu
timbul_. sengketa. Menyelesaikan lsengkela di
pengadilan mungkin menghasilkariikeuntunlian
besa.r, apabiia menang, namun hubungan jiga
menjadi rusak. Menyelamatkan *uk* (f";;
saujng)s atau nama baik seseorang adalali hal
pgntin-g yang kadang lebih utama dalam proses
p enyel es aian s engketa di Negara berbudaya,iim.rr,
termasuk Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di
Pengadilan adalah Peraturan MahkamahAgung RI
Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Uediasi di
Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003
(PERMA.Nomor- 2 Tahun 2003), dimana dalam
PERMA Nomor 2 Tahun 2003 masih terilapat

n Ibid.
s. Fatahill-ah.A._Syukur, Mediasi yuctisial Di Indohesia,

Mandar Maju, Bandung, 20 12, hal. 4.
J. Ibid.
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banyak kelemahan-keler.rahan Normatif yang

membuat PERMAtersebut tidak mencapai sasaran

maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai

masukan dari kalangan hakim tentang
permasalahan-permasalahan dalam PER.IvIA

tersebut.

Sehubungan dengan pentingnya memahami

prosedur mediasi pada perkara perdata di
pengadilan demi terciptanya nuansa win-win
solution (ti d ak ad a y an g m er as a di ka I a h kan). maka

penulis berkeinginan untuk meneliti secara lebih

mendalam. Dalam sebuah karya ilmiah dengan

judul "MEMAKNAI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
NOMOR. 01 TAHUN 201,6 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI
PENGADILAN."

B. Permasalahan.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang

telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi

permasalahan adalah sebagai berikut:

1 Prosedur penerapan dari Peraturan Mahkamah

Agung RI NO. 01 tahun 20!6 tentang Prosedur

Mediasi Pada Perkara Perdata di Pengadilan?

2.Kendala apa yang didapat dalam menjalankan

PERMA No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadila.n dalam rnenyelesaikan

sengketa Perdata di Pengadilan?

C" RuangLingkup.
Sejalan dengan permasalahan pokok, tnaka

hatya akan membahas prosedur penerapan dart

Peraturan MahkamahAgung RI NO" 01 tahun 2016

tentang Prosedur Me<iiasi di Pengadiian dan untuk

mengetahui adakah kendala yang didapatkan

dalam menjalankan PERIV{A No. 01 tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan daiam

menyelesaikan sengketa perdata walaupun
didalam penulisan ini nantinya tidak akan menutup

kemungkinan untuk turut menyinggung hal-hal
yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan

substansinya.

Tuj uan pembahasa t adalah untuk melengkapi
pengetahuan teoritis yang telah penulis dapat,

s ekaligus seb agai p ersembahan informasi terhadap

aknamater khususnya yang berke$aar dengan

prosedur penerapan dari Peraturan Mahkarnah

Agung RI NO. 01 tahun 2A16 lentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan dan adakah kendala yang

didapatkan dalam menjalankan PERMA No. 0i
tahun 2A16 *ntang Prosedur Mediasi di
Perrgadilan dalam menyelesaikan sengketa"

D" &{etodoRogi.

Metodologi yang digunakan adalah penelitian
hukum norrnatif yang bersifat eksploratoris,
karenanya tidak memerlukan hipotesa dengan
menggunakan metodologi penelitian kepust akaarr

{Library Research), yaitu dengan membaca dan
mempeiaj ari buku-buku yang berhubungan dengan
penulisan skripsi ini terutama tentang penerapan
dari Pcraturan MahkamahAgung RI NO. 01 tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
adakah kendala yang didapatkan dalam
menjalankan PERMA No. 01 tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam
menyelesaikan sengk eta per data.

Teknik pengumpulan data dititik beratkan
pada penelitian kepustakaan dengan mendiaknosa
bahan-bahan hukum primer berupa asas-asas dan
kaidah hukum, dan sekunderterdiri atas buku-buku
hukum (kxtbo ok),juma1-jurnal hukum, karya tulis
hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat
dalarn rnedia massa, dan bahan hukum tersier
berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum,
internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya
dan situsnya.

Prosedur Peneripan Peraturan Mahkamah
Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur
&Iediasi di Pengadilan.

Mediasi sekarang ini telah berkembang ke ha1-

hal yang lain sepanjang masalah perdata. Oleh
karena itu cakupan yurisdiksinya sangat 1uas.6

Yurisdiksi tersebut juga sampai kepada masalah
perceraian dalam arti mendamaikan para pihak
supaya jangan cerai dan masalah sengketa perdata
lainnya. Fengadilan Agama mempunyai jurisdiksi
untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para
pihak yang berperkara tidak bereerai. Biasanya
para pihak ya*g datang ke pengadilan agamatelah
berkansultasi kepada BP4 (Badan Penasehat
P erkawinan dan P eny el es aian P erkar a).

tdamun meskipun para pihak langsung datatg
ke pengadilan agama tanpa melalui BP4, perkara
tetap di periksa. Para pihak yang datang ke
Fengadilan agama baik yang sudah melalui BP4
tnaupun yaflE belum, Hakim agarrra yarlg
merceriksa dan mengadili perkara tersebut tetap
diwaj ibkan untuk me 1 akukan up ay a agar p aru prhak
yang bersengketa mendapat perdamaian - Dalam
hal te$adi kesepakatan, maka piliak penggugat
menoabutperkaranya.T

Tlalam wilayah hukum pnvat, titik berat

6" Abdul Maaan, Penerapart lluLutn Acarci Per{ictta di
Linglr.angarL P er a di I an Agctmc, Kencana Prenada iv{edia,

Jallina,20; t' 51-.,'
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kepentingan terletak pada kepentingan perorangan
(pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya
yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum
kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian
(kontrak) bisnis, dan lainnya. Dalam dimensi
hukum privat atau perdata, para pihak yang
bersengketa dapat melakukan penyelesaian
sengketanya meialui jalur hukum dipengadilan
maupun di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat
dimungkinkan karena hukum privat atau perdata,
titik berat kepentingannya terletak pada parapihak
yang bersengketa, bukan \egara atau kepentingan
umum. Oleh karena ifu, tawar-menawar dan
pembayaran sejumlah kompensasi untuk
menyelesaikan sengketa dapat terladi dalam
dimensi ini. Dalam hukum Islam, dimensi perdata
mengandung hak manusia (Haqqul ,,ibad) yatg
,{apat dipertahankan melalui kesepakatan damai
antar a p arupihak yang b ers en gketa. 8

Mediasi sebagai salah satu bentuk
penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup
utama berupa wilayah privat atau perdata.
Songketa-sengketa perdata berupa sengketa
keluarga, waris, kekayaary konkak, perbankan,
bisnis, dan linghmgan hidup serta berbagai jenis
sengketa perdata lainn5ra dapat diselesaikan
melalui jalur mediasi. .Penyelesaian sengketa
melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadiian
maupun di luar pengadilan. Vtedlasi yang
dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari
rentetar' proses hukurm di pengadilan, sedangkan
bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka
pros€s mediasi tersebut merupakan bagian
tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara
pengadilan.

Prosedur Untuk Mediasi menurut PERMA
N0" I tahun 2A16 ftntang Prosedur Mediasi di
Fengadilan Negeri adalahsebagai berikut:
1. Setelah perkara di nomori, dan telah ditunjuk

majelis hakim oleh ketua, kemudian majeiis
hakim membuat penetapan untuk mediator
supaya dilaksanakan mediasi.

2. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan
penetapan mediasi kepada mediator berikut
pihak-pihak yang berperkara tersebut.

3. Selanjutnya mediator menyarankan kepada
pihak-pihak y arry berp erkara supay a perkara rtr
diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha
mengurangi kerugian masing-masing pihak
yangberperkxa.

z. Susanti Adi &iugrclrr*, Medicsi Sebagai Altern*tif
P enye !e-t uian S erigketa,'i*1aga Ilmu Indonesia, Jakarta,
2009, Iflnl. Z-AL2{)2.

r. [biel.

4. Mediator berhrgas selama 2l hari kalendcr"
berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke l_
harus menyerahkan kembali kepada rnajell.
yang memberikan penetapan.

Mediator adalah pihak nehal yang membanru
para pihak dalam proses perundingan guna mencan
berbagai kemungkinan penyelesaian sengkera
tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran
mediator hanyalah membantu para pihak dengan
cara tidak memutus atau memaksakan pandangan
atau penilaiannya atas masalah-masalah selama
proses mediasi berlangsung kepada para pihak.
Ciri-ciri penting dari mediator adalah:
1. netral.

2. membantuparapihak.
3. tanpa menggunakan cara memutus atau

memaksakan sebuah penyelesaian.

Tugas-tugas Mediator didalam membanru
para pihak menyelesaikan perkara mereka adalah
sebagai berikut: .'

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal
peilemuan mediasi kepada para pihak untuk
dibahas dan disepakati.

2.Mediator wajib mendorong para pihak untuk
secara langsung berperan dalam proses mediasi.

3. Apabila dianggap perlu, rnediator dapat
melakukan kaukus atau pertemuan terpisah
seiarna proses mediasi berlangsung.

4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk
menelusuri dan menggali kepentingan mereka
dan menc ari berbagai p ilihan penyelisai en y ang
terbaik bagi para pihak"

Derni keilyamanan rara pihak dalam
menernpuir pr*ses n:adiasi" mereka berhak untuk
memilih :neiiiator yang akan membantu
menyelesaikan sengketa:

1. Untuk memudahkan para pihak memilih
mediator, Keiua F engad,i lan menyediak an daftar
rnediator yang sekurang-kurangnya memuat 5
(lima) narnir dan diseftai dengan latar belakang
pendidikarr :"tau pongalaman dan paru mediator.

2. K:et:ua Pengadilan menempatkafi nama-nama
hakim yar:g telah rnerniliki sertifikat dalam
daftarmediaior.

3.Itka dalarl v,,ila,yah pengadilan yang
bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim
ya$g berse;trfikat- rqefi1ua hakim pada pengadiian
yang bersatigkurar dapat ditempatkan dalam
daliar meiiiar*r.

4 " Katr*.ngan h,;i:ar: haiii$1 ya*g bersefi ifikat dapat

5.

6.

7"
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I meneaiukan permohonan kepada ketua

I p.rgiaitun ugui namanya ditempatkan dalam

daftar mediator pada pengadiian yang

bersangkutan.

5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan

serlifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama

p emohon d alar.rr daftar medi ator.

6. ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan

memperb arui daft ar mediator.

7. Ketua Pengadilan berwenang inengeluarkan

nama mediator da1l daftat mediator berdasarkan

alasan-alasan objektif, antaralain karena mutasi

tugas, berhalangan tetap, ketidak aktifan setelah

pJr,rgu.u, dan pelanggaran atas pedoman

perilaku.

Prosedur dalam melakukan mediasi adalah

harus memenuhi BeberaPa Poin
Mediasi,{Perdamaian:

1. Dalam suatu sidang perkara perdata, sebelum

dilaksanakan pemeriksaan pokok gugatan oleh

Majelis Hakim, pertama-tama Hakim rvajib

uniuk mendamaikan Para Pihak Yang

bersengketa tersebut. Hal ini sejalan dengan

ketentian Pasal7 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Agung I(PERMA) No. 1 tahu"n 2008 tentang

fr-csedur Mediasi di Pengadilanyang berbunyi

"Pada hari sidang yang telah ditentukan

yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim

rnewajibkan para pihak untuk menempuh

mediasitt"
2. Kemudian pengertian perdamaian diatur

didalam Pasal 1 85 1 KUHPerdat ayarTg berbunyi

"Ferdamaian adalah suatu persetujuan yang

herisi bahwa dengan menyerahkan,
rnenjanjikan atau rnenahan suatu barang,

kedua helah pihak rnengakhiri suatu perkara
' yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun

mencegah timbulnya suatu perkara bila

dibuat secara tertulis. Dari rumusan Fasal

1851 KUHPerdata tersebut, maka dapat

disimpulkan yaitu perdamaian merupakan

suatu perjanjian yang disepakati kedua belah

pihak dengan tujuan mengakhiri suatu

perkara yang sedang dalam proses, *tau

untuk mencegah tirybulnya suatu perkara"

Setanjutnya Pasal 1 butir {1} Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun

28l6tentzng Prosedur Mediasi di Pengadilan

rnenjelaskan mengenai pengertian dari

rnediasi adalah" Cara petyeiesaian sengketa

melaiui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan pata prhak dengan dibantu oleh

mediator.

3. Mengenai iandasan formil perdamaian didalam

Fengadilan, diatur oleh pasal 130 HIR jo. Pasal

154 RBGyangberbunyi:
a) Jika pada hari yang ditentukan paru pihak

datang menghadap, maka Pengadilan Negeri

dengan perantara Ketua berusaha
mendamaikanflYa;

b) Jika dapat dicapai perdamaian, maka didalam

sidang itu juga dibuatkan suatu akta danparu

pihak dihukum untuk menaati perdamaian

yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai
' kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu

suratkeputusanbiasa;

c) Terhadap keputusan yang demikian tidak

dapat diajukanbanding; (4) Bila dalamusaha

untuk mendamaikan para pihak diperlukan

campilr tangan seorang juru bahasa, maka

digunakan ketentuan yang diatur dalam pasal

berikut.
Bertitik tolak dari rumusan pasal 130 HIR jo.

Pasal 154 RBG tersebut, maka daPat

disimpulkan yaitu pettama'tama, Hakim

membantu para pihak yang berperkdra untuk

menyelesaikan sengketa dengan perdamaian.

Selanjutnya dibuat aktaperdamaian (Acte Yan

D ading) berupa Putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan yang mencantumkan amar untuk

menghukum para pihak menepati perjanjian

perdamaian tersebut.

 .Pada prinsipnya upaya Hakim untuk
mendamaikan bersifat imperatif atau memaksa

dan tidak boleh diabaikxr ataudilalaikan. Hal ini
sebagaimana ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR

yang berbunyi Jika kedua belah pihak datatg,

tetapi tidak dapat diperdamaikan (disebutkan

dalarn berita acara persidangan), maka sutat

yang diajukan oleh kedua pihak itu harus

dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak

mengerti akan bahasayaflg dipakai dalam surat

itu, maka surat itu harus diterjemahkan kedalam

bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh

seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh Ketua'

Dart rumusan tersebut, maka daPat

disimpulkan yaitu jika Hakim tidak dapat

mendamaikanparapihak,makaketidakberhasilan
itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang.

Kelalaian menyebutkathal itu dalam berita acara

mengakibatkan pemeriksaan perkara meagandung

cacatf offnildanberukibatpemeriksaannyabatzl
demi hukum (null and void). Ha1 ini sebagaimana

Pasal 2 ayat {3} Peraturan Mahkamah Aguttg

(PERMA) No. i tahun 2016 tentartg Prosedur

Mediasi di Pengadilan yarlg berbunyi Tidak
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menempuh prosedur mediasi berdasarkan
peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBG
yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bertitiktolak dari kerentuan pasal 130 HIRjo,
Pasal 154 RBG, Mahkamah Agung membuat
pedoman mengenai proses mediasi di pengadilan.

Pada awalnyaproses mediasi diatur didalam Surat
Edarun Mahkamah Agung (SEMA) No, 1 tahun
2002 tentang Pemberd ayaarr Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Etrs pasal
I j0 HIR), yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari
2002. Namun belakangan Mahkamah Agung
menyadari SEMA tersebut sama sekali tidak
berdaya efektif sebagai landasan hukum
mendamaikan para pihak. Sehingga pada tanggal
11 September 2003, Mahkamah Agung
mengeluarkan penggantinya yaitu peraiuran

Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 rahun 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan berlakunya PERMA, maka SEMA
tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini
sebagaimana pasal 17 PERMA No. 2 tahun 2003
yang berbunyi Dengan berlakunya peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMTA) No. 1 tahun 2002
tenl.ang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertatna Menerapkan Lembaga Damai (Etrs pasat
134 HIR/L45 Rbg) dinyatakan tidakberlaku.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI
(PERMA) No.l Tahun 20i6 tentang F oredr.r.
Mediasi di Pengadilan disambut baik oleh banyak
pihak. Banyak pihak mengatak an adabeberapa hal
penting yang menjadi pembeda antara PERMA
No.l Tahun 20i6 dengan PERMA No.l Tahun
2008 tentang Mediasi. Hal tersebut dapatkita lihat
pada pemaparan berikut ini:
a. Pertama, terkaitbatas wakfu mediasi yang lebih

singkat dari 4A hari menjadi 30 hari terhitung
sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

b. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak
(inpersoon) untuk menghadiri secara langsung
pertemuan Mediasi dengan atau tanpa
didampingi oieh kuasa hukum, kecuali ida
aiasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak
memungkink an hadir dalamp ertemuan Me di as i
berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah
pengampuan; mempunyai tempat tinggal,
kediaman atau kedudukan di luar negeif itau
menj alankan tugas ne gara, tunfu tan pro fe s i atau
p ekeq aan yang ti dak d ap at drtinggalkan.

c.I{etiga, hal yang paling baru adalah adanya
tentang Iktikad Baik dalam proses

mediasi dan akibat hukum p ar a pihak y anf tidak

beriktikad baik dalam proses mediasi. pasal 
7

menyatakan: (l) Para pihak dan/atau kuasa
hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan
iktikad baik" 2) Salah saru pihak atau parapif,ak
danlatau kuasa hukumnya dapat dinyatakan
tidak beriktikad baik oleh Mediator daiam hal
yangbersangkutan:

1. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2
(dua) kali berturut-turut dalam pertemuan
Medias i tanp a alasan sah ;

2. menghadiri pertemuan Mediasi pertama,
tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan
berikutnya meskipun telah dipanggil secara
pafi;/" 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan
sah;

3.ketidakhadiran berulang-ulang yang
mengganggu j adwal pertemuan Mediasi tanpi
alasan sah;

4.menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak
mengajukan danlatau tidak meninggapi
Resume Perkara pihak lain; danlatau

5. tidak menandatangani konsep Kesepa$atan
Perdamaian yang telah disepakati tanpi aiasan
sah.

Apabila penggugat dinyatakan tidak
. beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimaira
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka
berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak
dapat diterima oleh Hakim pemeriksi perkara. Hal
ini ditegaskan dalam pasal2ZpERMANo.l Tahun
2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad
baik sebag aimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikenai
pula kewajiban pembayaran Biayu Mediasi.
Medialor menyampaikan laporan penggugat tidak
beriktikad baik kepada Hakim pemeriksa perkara
disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi
dan perhitungan besar anrlyadalam laporan ketidak
berhasilan atat tidak dapat dilaicsanak annya
Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana
dimaksud p ada ayat(:;, Hakim pemeriksa perkara
mengeluarkan putusan yang merupakan putusan
qhil yalg menyatakan gugatan tidak dapat

$1te1imi 
di s ertai p enghukum ai p emb ay ar an Biiy a

Medias i danb iay a p erkar a.

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada
p eng gu gat dap at di amb il dan p anj ar b iay a p *iku, u
atau pembayarafi tersendiri oleh penggugat dan
diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan
Pengadilan.. Apabila Tergugat yaog dinyatakan
tidak beriktikad baik sebagatmanadirnaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran
Biaya Iviediasi. Mediator menyampaikan laioran

7{} Bisiplii: Yol. 24 !io. t3 -.luni 20lB



tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim

Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi

pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan

L"t*u*yu daiam laporan ketidak berhasilan atau

tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediatoi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan

pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam

persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib

mengeluarkan penetapan yang menyatakan

tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum

tergugat untuk membayar Biaya Mediasi -

- 
niuyu Mediasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3 ) merupakan bagian dari biaya perkara yang

waj ib disebutkan dalam amar putusan akhir' Dalam

haitergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimenangkan dalam putusan, arr:o,r putusan

menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada

tergugat, sedangkan biaya perkara tetap

dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang

kalah.

Dalam perkata perceraian di lingkungan

peradilan ugimu,tergugat sebagaimana dimaksud

pada ayat [; O*iutum membayar tsiaya Mediasi,

sedangkan' biaya perkara dibebankan kepada

penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh

iergugat yaog akun diserahkan kepada pengguga!

meialui 
-kepaniteraan 

Pengadilan mengikuti

pelaksanaan pufusan yafig telah berkekuatan

hukum tetap. Dalam ha1 Para Pihak secara

bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik

oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat

diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa

penghukuman BiaYa Mediasi'

Ketentuan Pasal 7,P asal 22 danP asal 23 inilah

yang nyata berbeda dari ketentuan PERMA No'1

iahun 2008. Disinilah ruh esensial dan indikasi

efektifitas proses Mediasi dalam menyelesaikan

perkara. Dengan adatya i'tikad baik inilah maka

proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan

ifrsien. PERMA No.l Tahun 2016 trti pula yang

menegaskan kembali peranan MEDIATOR

independen untuk berperan lebih aktif dalam

menyelesaikan perkara atau sengketa diluar

pengadilan, Yaflg kemudian hasil mediasi yang

fu sepatati dapatdiajuk-an penetapan ke Pengadilan

melalui mekanisme gugatan.

Akta perdamaian sesaat setelah Putusan

dijatuiikan telah memiliki kekuatan hukum yang

melekat,yaifu:
l.Disamakaa kekuatannya dengan Futusan yang

berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van

Gewisjde), hai ini sebagaimana ketentuan Pasal

i858 KUHPerdata yang berbunyi Diantara

pihak-pihak yerrg bersangkutan suatu

perdamaian mempunyai kekuatan seperti suafu

Keputusan Hakim pada tingkat akhir.

2. Mempunyai kekuatan eksekutorial (Executorial

Kracht). Dimana apabila salah satu pihak tidak

menaati atau memenuhi, maka dapat dimintakan

eksekusi kepada Pengadilan.

3.Putusan akta perdamatan (Acte Yan Yergelijk)

tidak dapat dibanding karena merupakan suatu

Putusan yang tertinggi.

B. Kendala Dalam Penerapan Peraturan
MahkamahAgung No. 1 tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri

Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di
Pengadilan Negeri Palembang.

Mediasi merupakan salah satu bentuk

penyelesaian persengketaan yang diselenggarakan

di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang

bersengketa meminta atau menggunakan bantuan

dari pihak ketiga yang netral untuk membantu

menyelesaikan pertikaian di antara mereka'

Mediasi ini berbeda dengan bentuk penfelesaian

pertikaian a-lternatif yang lain seperti negosisi atau

irbritrasi, karena di dalam mediasi ini selain

menghadirkan seorang penengah (mediator) yang

netral, secara teori ia dibangun di atas beberapa

landasan filosofis sePerti: 9

1. Conlidentiality (kerahasiaan). Bahwasannya

segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan

yarlg diselenggarakan oleh mediator dan

disputants (pihak-pihak yang bertikai) bersifat

rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik

atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian
juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan

dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya

menghancurkan semua catatannya di akhir sesi

mediasi yang ia lakukan. Mediator juga tidak

bisa dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang

diialcukan penyelesaiannya di daiam mediasi

yarlg La prakarsai apabila kasus tersebut dibawa

ke forum yang lain, seperti pengadilan. Masing-

masing pihak yang bertikai (disputants)

disarankan untuk saling menghormati
kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan dari

masing-masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini
harus diberikan supaya masing-masing pihak

dapat mengungkapkan masalah dan
kebutuhannya secara langsung dan terbuka.

Penerapan prinsip ini tercantum dalam:

a)Pasal 6 PERMA No. 1 Tahim 2016 yatg
berbunyi, "Proses rnediasi pada asasny*.
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tertutup kecuali para pihak menghendaki
lairnt'.

b)Pasal 19 ayat (2) PERMANc. l Tahun2A16
yang berbunyi, "Catatan mediator wajib
dimusnahkant'.

e) Pasal 19 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016

yang berbunyi, "Mediator tidak boleh
diminta menjadi saksi dalam proses
persidangan perkara yang trersangkutan".
Voluntarin ess (ke s ukare I aan). yaitu, masing-

masing pihak yang bertikai (disputants)

datang ke rnediasi atas kemauan diri sendiri
secara suka rela dan tidak ada paksaan dari
pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun

atas dasar bahwa orang akan mau bekerja

sama untuk menemukan jalan keluar dari
persengketaan mereka bila mereka datang ke

tempat perundingan'atas pilihan mereka

sendiri, akan tetapi perlu diperhatikan bahrra
di dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016

secara implisit terfulis, yakni semua s engketa.

2.Perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat
Pertama wa_iib lebih dahulu d.iupayakan
penyelesaian melaiui perdamaian dengan

. bantuan merliator, kecuali perkara yang
diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga,
pengadilan hubungan iirdustriai, keberatan atas

putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen, dan keberatan atas putusan Kornisi
Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini sama sekali
tidak mencerminkan ada*ya prinsip
kesukarelaan karena adanya unsur paksaan atas

adanya kewaj iban tersebut.

3. Ernpowerment (peraberdayaun). Hal ini
didasarkan pada asumsi bahwa orang yatgmau
dat*ng ke mediasi sebenarnya mempunyai
kemampuan untuk menegosiasikan rnasalah

rrereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan
yang mereka inginkan. Kemampuan mereka
dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh
karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian

sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus

muncul dari pemberdayaan terhadap masing-
rnasing pihak (disputants) karena hal itu akan
lebih memungkinkan bagi keduanya untuk
menerimanya. Penerapan prinsip ini tercantum
dalam:

a)Pasal 7 ayat (3) PERMANo. 1 Tahun 2A16,
yarlg berbunyi "Hakim, melalui kuasa
hukum atau langsung kepad*pers pihak,
mendorong para pihak umtuk berperam
langsung atau aktif dalam preses mediasi""

b)Fasal \5 ayat (2) PERMA Nc. 1 Tahun 2016,
yang berb'u,nyi " Mediator wajikr rnendoroxrg

para pihak untuk secara langsung
berperan dalam proses smediasi".

c)Pasal 15 ayat(4) PERMANo. I Tahun 20t6,
yang berbunyi "Mediator wajib mendorong
para pihak unfuk menelusuri dan menggaH
kepentingan mereka dan mencari berbagai
pilihan penyelesaian yang terbaik bagr
parapihak".

4. Neutrality (kenetralan). Di dalam mediasi peran
seorang mediator hanyalah memfasilitasi
prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik
disputans (pihak yang bertikai), sedangkan

mediator hanya mengontrol proses. Di dalam
mediasi seorang mediator tidak bertindak
layaktya seorang hakim atau juri yang
memutuskan salah benarnya salah satu pihak
atau mendukung pendapat dari salah satqnya,
atau memaksakan pendapat dan jalan
keluarlpenyelesaian kepada kedua belah pihak^.

Penerapan prinsip ini tercanfum'dalam Pasal I
angka 6 PERIT.{A No. 1 Tahun 2A16 yang
berbunyi, "Mediator adaiah pihak r*netral
yang membantu para pihak dalam proses
perundingan guna meneari berbagai
kernungkinan penyelesaiam sengketa tanpa
rnenggunakan cara mernutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian tt.

5. Unique Solution (solusi yang unik): Solusi yang
dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai
dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari
proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya
mungkin akan lebih banyak. Hal ini berkaitan
erat dengan konsep pemberdayaan terhadap
masing-masingpihak.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2A$ lr;rrtang
Prosedur Melakukan Mediasi di Pengadilan Negeri
tidak dijelaskan secara gamblang mengenai prinsip
lain yang membedakan antara mediasi dengan
penyelesaian sengketa di pengadilan. Peraturan-
perundangan tersebut tidak menjelaskan tentang,
prinsip mediasi yang dalamproses pelaksanaannya
tidak mengedepankan pembuktian rnateriil karena
memang tidak untuk roemenangkan saiah satu
pihak dan mengalahkan pihak lainnya. Tidak
dij elaskanay a sacara detail prinsip-prinsip mediasi
ini tentu rnenjadi catatan penting bagi peraturan-
perundanganyangada.

Kesesuaian Antara Prosedur Mediasi
Berdasarkan F*rma Nc" 01 Tahun 2016 Dengan
Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya
Ringan FaCa Fersidangarr di Pengadilan. prosedur

mediasi berdasarkan Ferma No.1 Tahun 2A16
ditinjau dart asas sederirana, tepat, dan biaya

1i ffifsiplin troi. 24 ]Jr;. i 3 - Ju*i ]{}18



I

I

:1ngan sebagai berikut:

l. Asas Sederhana. Prosedur mediasi sebagian

besar tidak begitu rumit. tidak terlalu banvak

formalitas 31ru persturan. Dl *-,:- :"'eoiasi

berdasarkan Perma No. 01 Tahur : ltlE tidak

memerlukan serangkaian mekan'isr:e r ang sulit

seperti dalam litigasi, kaitannr a o.iran hal itu

para pihak diberikan hak secara pe:'-: dan aktif

untuk menyelesaikan sengketa de:--: :: c aranya

sendiri serta didampingi media---: Sehingga

pada akhirnya, asas sederhana c':,: lercapai,

dan tidak ada permasalahan bers:--:r dengan

asas tersebut.

2. Asas Cepat. Mengenai pelaksan"'- :-ias cepat

dari yang dulunya 22 han mer-'".'' -i0 hari'

Dalam kenyataannya proses m3;-as1 kurang

maksimal dilaksanakan karena s::.:,an besar

para pihak itu sendiri meng&e:::<r untuk

mengakhiri proses mediasi ku-ra:-: :::i r"'akhr

yang ditenm-kan, sehingga rvakt-' -":-g tersisa

kurangbermanfaat.
3. Asas Biaya Ringan. Apabila dil'.:i;= dengan

jangka waktu 40 hari, bagi peng:*''- nemang

tiau.t dipungut braya, namun bE: :"ia pihak

sendiri akan merasa terbeba:: - -eh biaya

terhadap sarana dan fasilitas )'a.; ::butuhkan

terhadap kepentingannya di iu; 
=ngadilan,

seperti biaya transport selama E:-]:! mediasi,

btaya kuasa hukum, jasa pe:-": =-ssaraan
tempat diluar Pengadiian"

Untuk jangka waktu m.:-:i: ) ang

diperpanjang (40 hari), dalamprakt:i :-*-:-{ :3rus

*ottrt sampai batas q'aktu tersebut- -'*'*:l Japat

dipersingkat berdasarkan kesepakat" : =' : -nak'

pada athirnya asas sederhana, cep::" :-: :iaya

ringan dapat terpenuhi apabila me;-1i. :;::asil
(mincap ai ke s ep a ka t an). S ebalikn)' 3 ii' - : ::i adi

compliiated, lama. dan biaya rr-''- ':=rila
memasuki litigasi.

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan

oleh lembaga yang telah memperoleh

akreditasi dari Mahkamah Agung Republik

Indonesia". Tidak'sebandingnya mediator

dengan perkara yang masuk di Pengadilan

Negeri Palembang merupakan kendala yang

sangat berarti dalam penerapan PerMa No. 1

tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Dapat

disimpulkan kecuali dalam wilayah suatu

pengadilan tidak ada mediator yang bersertifftat

maka semua hai<rm pada pengadilan tersebut

dapat ditempatkan dalam daftar mediator dan

jika pada suaru pengadilan tidak terdapat hakim

t*u" pemerikiaan perkara yang bersertifftat,

maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan

atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua

majelis hakim wajib menjalankan fungsi

mediator.

Hakim, advokat dan akademisi hukum yang

ingin menjadi hakim mediator di dalam proses

mediasi harus memiliki sertifikat mediator

meialui pendidikan dan pelatihan yarLg

diselenggarakan oleh lembaga y&rg t91ah

terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Lembaga-lembaga yaflg telah

terakreditasi tersebut adalah Pusat Mediasi

Nasional (PMN), Universitas Indonesia,

Universitas Tarumanegara, tlniversitas Gajah

Mada, BAMI,IACT.
Mediator adalah pihak ketiga yarr.g akan

membantu proses mediasi dalam rangka

berupaya menyelesaian sengketa dengan

perdamaian. Peranan mediator adalah dengan

melibatkan diri untuk membantu para pihak

mengidetifikasi masalah-masalah yang

disengketakan dan mengembangkan sebuah

proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat

digunakan sebagai acuafi untuk menyelesaikan

sengketa tersebut.

Mengingat mediator sangat menentukan

keberhasilan proses penyelesaian sengketa

melalui mediasi, maka selayaknya mediator

harus memenuhi kualifikasi tertentu serta

b erp en,u a1 aman dalam komunikasi dan nego si as i

agar mampu mengarahkan para pibak yang

bersen-eketa. Jika .mediator dari hakim yang

terbiasa berperkara di pengadilan, hal ini sangat

membanru. Tetapi pengalaman saja masih

kurang karena diperlukan juga pengetahuan

secara subtasial atas permasalahan yarlg

disengketakan dan yang lebih penting adaiah

kemampuan menganalisis dan keahlian

menciptakan pendekatan pribadi yeng tetap

netral. Oleh sebab itulah seorang mediator harus

Dalam pelaksanaan Proses
Pengadilan ditemui kendala-kendal:

datang dari proses mediasinYa dan

mediasinya. Kendala-kendala yang

adalahz

1. Kendala dalam mediator. Dalam dattr ==- ::-rr
di Pengadilan, masih kurang mediator ;' =-: 

:--'n

memiliki sertifftat medrator sesuai deis'- -- -:l
5 ayat (1) Perma No I Tahun l[r'-': -'=g
menyatakan bahu a "kecuali kearieun

sebagairnana Pasal 9 avat (3) dan Paili 11

ay*t (6), setiap orang menjalankan falgsi

rnediator pada asasnva wajib mem:lilij

sertiikat mediator ) ang diper'oleh :t:.Lab,

]\{gpnl j krturan... (Warmiyana Zairi Absi. SH., MH. ) /J
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juga mendapatkan pelatihan dan pendidikan

khusus sebagai meditor.

2. Pros.es mediasi merupakan hal yang baru.

Mediasi merupakan hal baru dalam penyelesaian

sengketa perdata melalui pengadilan. Mediasi

baru diterapkan secara efektif untuk seluruh

Pengadilan,Negeri sejak keluamya Perma No I
Tahun 20 1 6. Hal ini menyebabkan masih kurang

efektifnya proses mediasi untuk mencapai
perdamaian.

3. Kendala dalam proses mediasi. Kendala y,ang

ditemui dalam pelaksanau. mediasi pada

Pengadilan adalah sulitnya mediator unfirk
: momberikan pengertian dan pemahamankepada

para pihak yang'bersegketa untuk menemukan

titik temu daripernasalahan mereka.

BAB IY
PE NUTUP

A. Kesim-pulan.
l.Prosqdur Penerapan Peraturan Mahkamah

Agnng RI No. 1 tahun 2016 tentwg Prosedur
Mediasi di Pengadilan Negeri Palembang

menurut PEItMA N0. 1 tahun 2075 tentaag
Prosedir Mediasi di Pengadilan Negeri adalah

sebagaiberikut:

a) Setelah perkara di nomori, dan telah ditunjuk
majelis hakim olgh ketua, kemudian majelis

:-r,. hakim membuat fienetapan untuk mediator
supaya dilaksanakan mediasi.

b)Se,tel4h pihak pihak hadir, majelis
menyerahkan penetapan mediasi kepada
mediator berikut pihak-pihak yang berperkara
tersebut.

c) Selanjutnya med.iator menyarankan kepada

pihak-pihak yang berperkara supaya perkara

ini .diakhiri dengan jalan damai dengan

berusaha mengurdngi kerugian masing-
masing pihak yang berperkara.

d)Mediator berhrgas selama 2l han kalender,
berhasil perd amuiqnatau tidak p adahxike'22
hu{or menyerahkan kembali kepada majelis
yang memberi kan pene tapan.

Z.Kbrrdgla yang ditemukan dalam menjalankan
PERMA No. I tahun 2016 tentang Prosedur
Medbsi di,pengadilaq pada perkarJperdata di
Peng'adilan ada 3 (tiga), y aifii:
a) Keadala kurang banyaknya mediator,
b)Proses Mediasi yang masih merupakan hal

yangbaru,

c)Kond,ala yang ditemukan pada proses
dilakukannyamediasi.

B. Saran
Sehubungan dengan kurangnya M

yalg' berser,tifikasi, sesuai dengan syara
dirninta oleh Peradilan, maka sangattrah diha
ada sosialisasi yang dilakukan oleh Mah
Agqg sebagai atap tertinggi peradilan
supaya rnasyarakat dapat mendaftarkan dirj
menjadi mediator padapersidangan perdata.
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